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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor W3.A9/49/PS.02.1/1/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ( SPIP)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern
Pemerintah ( SPIP ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu ditetapkan Satuan Tugas
Penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
151A/KMAJSK/IX/ 2011 tentang penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern Pemerintah di
lingkungan Mahkamah Agung RI;

b. Bahwa Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern Pemerintah tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh;

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 5 Februari
2007 tentang Pemberlakuan Buku Il, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151A/KMA/SK/IX/ 2011 tentang
penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung RI;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan Panitera dan Sekretaris
Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH ( SPIP ) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021.

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151A/KMA/SK/IX/
2011 tentang penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah
Agung RI.

2. Membuat Laporan Penyelenggaraan Sistem Pngendalian Intern Pemerintah.

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;




